
 

 

  

 

 

 

BUPATI LUMAJANG  

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI LUMAJANG 
NOMOR 44 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2020  

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI LUMAJANG, 

 
Menimbang : bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan untuk penyesuaian 

beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 
Tahun 2020 tentang  Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4288); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 87, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33); 

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 888);  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 
2019 Nomor 9); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10); 

21. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Lumajang Tahun 2020 Nomor 96) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 
2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Lumajang Tahun 2021 Nomor 35); 

 
 MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 96 

TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan angka 1 huruf C. I BAB II Lampiran Peraturan Bupati 
Lumajang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
(Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 96) 
diubah, sehingga Ketentuan angka 1 huruf C. I BAB II Lampiran 
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
lampiran Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah 
Kabupaten Lumajang. 
 

Ditetapkan di Lumajang 
pada tanggal 14 Juli 2021 

 
BUPATI  LUMAJANG, 

 
ttd. 

 
H. THORIQUL HAQ, M.ML. 

 

  
Diundangkan di Lumajang 
Pada tanggal 14 Juli 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LUMAJANG, 

 
ttd. 

 
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si. 

NIP. 19690507 198903 1 004 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 44   
 
 
 

PARAF KOORDINASI 

Jabatan Paraf Tanggal 

Sekretaris Daerah   

Asisten   

Kepala BPKD   

Plt. Kabag.Hukum   
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG 
NOMOR 44 TAHUN 2021 

 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 96 
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 
C. I.  BENDAHARA PENERIMAAN SKPD  

1. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN 
a. Bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran sejumlah uang 

atau bukti pembayaran yang sah sesuai dengan yang tertera pada Surat 
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah (SKRD) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah (SKRD) dari wajib pajak dan/atau wajib retribusi 
dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya.  

b. Bendahara penerimaan SKPD mempunyai kewajiban untuk melakukan 
pemeriksaaan kesesuaian antara jumlah uang pembayaran atau 
nominal dalam slip setoran/bukti pembayaran lainnya yang sah dengan 
jumlah yang telah ditetapkan. 

c. Bendahara penerimaan SKPD kemudian membuat Surat Tanda Bukti 
Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib 
pajak/wajib retribusi. 

d. Setiap penerimaan tunai yang diterima oleh bendahara penerimaan 
SKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 
(satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda 
Setoran (STS).  

e. Sedangkan penerimaan melalui non tunai dibuatkan Surat Tanda 
Setoran Non Tunai (STS Non Tunai) paling lambat 1 (satu) hari setelah 
mendapatkan slip setoran/bukti pembayaran lainnya yang sah. 

f. Jika jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyetoran 
pendapatan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud 
pada huruf d lebih besar daripada pendapatannya, maka untuk 
pertimbangan efisiensi dengan persetujuan Bupati kepala SKPD dapat 
mengatur lebih lanjut mekanisme penyetorannnya dengan Peraturan 
Kepala SKPD. 

g. Format dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tanda Setoran (STS) 
dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

 
BUPATI LUMAJANG, 

 
ttd. 

 
H. THORIQUL HAQ, M.ML.  


